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Abstrak 

Pemulihan ekonomi pasca-pandemi menuntut pemerintah daerah untuk mengelola sumber 

pendapatan dan alokasi belanja secara lebih efektif guna mendorong aktivitas ekonomi lokal. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019–2023. Penelitian menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan analisis data panel berbasis data sekunder yang diperoleh dari situs resmi 

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Sampel penelitian terdiri dari 29 kabupaten dan 6 

kota, sehingga jumlah observasi yang digunakan sebanyak 175 data selama lima tahun 

pengamatan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan IBM SPSS 

versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, Dana Perimbangan dan Belanja Modal memiliki pengaruh 

signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa dukungan fiskal dari pemerintah pusat serta alokasi 

belanja pembangunan daerah memainkan peran penting dalam memperkuat kinerja ekonomi 

regional. 

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan 

Ekonomi. 

Abstract 

The post-pandemic economic recovery has required local governments to manage regional 

revenue sources and expenditure allocations more effectively to support local economic 

activity. This study aims to analyze the influence of Local Own-Source Revenue (PAD), 

Balancing Funds, and Capital Expenditure on economic growth in regencies and cities across 

Central Java Province during the period 2019–2023. A quantitative approach was employed 

using panel data analysis based on secondary data obtained from the official website of the 

Central Java Statistics Bureau. The research sample consists of 29 regencies and 6 cities, 

resulting in a total of 175 observations over five years. Data were analyzed using multiple 

linear regression with IBM SPSS version 25. The findings indicate that PAD does not have a 

significant effect on economic growth. In contrast, Balancing Funds and Capital Expenditure 

show a significant positive influence on regional economic growth. These results highlight the 

essential role of central government fiscal support and the effectiveness of development-

oriented regional spending in strengthening local economic performance. 

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jkmt
mailto:natasyaadis30@gmail.com


Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan 

Vol 7, No. 1, Februari 2026 

https://ejurnals.com/ojs/index.php/jkmt  

 

19  

Keywords: Regional Original Income, Balancing Funds, Capital Expenditure, Economic 

Growth. 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan daerah merupakan 

elemen krusial dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat, terutama 

melalui mekanisme desentralisasi fiskal. 

Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) menjadi indikator utama 

kemandirian finansial pemerintah daerah. 

Menurut Mulyadi, (2011)menjelaskan 

bahwa PAD memegang peranan signifikan 

sebagai sumber pembiayaan utama bagi 

berbagai program pembangunan di tingkat 

provinsi maupun kabupaten/kota. PAD 

mendukung penyediaan layanan publik, 

pembangunan infrastruktur, serta 

pelaksanaan berbagai agenda 

pembangunan lainnya yang berdampak 

langsung pada masyarakat.  

Namun, di Provinsi Jawa Tengah 

masih ditemukan persoalan pengendapan 

dana PAD, yakni kondisi ketika sebagian 

anggaran tidak segera direalisasikan untuk 

kegiatan pembangunan. Padahal, provinsi 

ini memiliki capaian PAD yang cukup 

tinggi, yaitu rata-rata Rp13,9 triliun per 

tahun selama 2019–2023. Fenomena 

tersebut menunjukkan adanya inefisiensi 

dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Menurut Subekti, (2025)mencatat bahwa 

hingga triwulan III 2025 terdapat dana 

mengendap sebesar Rp234 triliun di 

perbankan, menggambarkan rendahnya 

serapan anggaran serta tantangan dalam 

percepatan digitalisasi pemerintahan.  

Secara regulatif, desentralisasi fiskal 

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 memberikan kewenangan 

kepada daerah untuk mengelola sumber 

pendapatan seperti pajak dan retribusi yang 

menjadi bagian dari PAD. Namun 

demikian, pemerintah daerah tetap 

membutuhkan dukungan Dana 

Perimbangan dari pemerintah pusat 

meliputi DAU, DAK, dan DBH untuk 

mengurangi disparitas fiskal antarwilayah. 

Idealnya, dana transfer ini dapat 

memperkuat kapasitas pembangunan, 

terutama melalui peningkatan belanja 

modal. Akan tetapi, implementasinya 

masih menghadapi berbagai tantangan, 

seperti ketimpangan kapasitas fiskal antar-

daerah dan koordinasi yang belum optimal 

antara pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. 

Tabel 1. Penyerapan Pendapatan Daerah 

 

Tahun Anggaran Realisasi Penyerapan 

2019 26.333.746.838.000Rp   25.986.244.000.000Rp     98,68%

2020 26.204.164.506.000Rp   25.393.556.000.000Rp     96,91%

2021 27.036.122.274.000Rp   26.635.246.000.000Rp     98,52%

2022 25.125.002.500.000Rp   24.168.017.000.000Rp     96,19%

2023 27.482.744.908.000Rp   25.369.913.000.000Rp     92,31%
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Menurut (Jateng, 2025) Pada 2019, 

realisasi pendapatan mampu mencapai 

98,68 persen dari target yang ditetapkan, 

namun pada 2020 angka tersebut menurun 

menjadi 96,91 persen akibat melemahnya 

aktivitas ekonomi selama pandemi Covid-

19. Kondisi sempat membaik pada 2021 

dengan capaian 98,52 persen, tetapi 

kembali mengalami penurunan pada 2022 

menjadi 96,19 persen, bahkan turun lebih 

tajam pada 2023 dengan tingkat 

penyerapan hanya 92,31 persen. Pola ini 

menunjukkan bahwa meskipun nominal 

pendapatan daerah relatif stabil, efektivitas 

penyerapan masih menghadapi tantangan, 

terutama dalam periode pasca pandemi. 

Rendahnya tingkat penyerapan berpotensi 

mengurangi kapasitas fiskal pemerintah 

daerah dalam membiayai pembangunan 

dan pelayanan publik, sehingga menjadi 

faktor penting untuk diperhatikan dalam 

analisis mengenai pengaruh PAD, Dana 

Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap 

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. 

Belanja daerah, khususnya belanja 

modal, berperan penting dalam 

pembangunan ekonomi. Berdasarkan 

Permendagri No. 13 Tahun 2006, belanja 

daerah terdiri dari belanja langsung 

(belanja pegawai, barang/jasa, dan modal) 

serta belanja tidak langsung. Belanja modal 

adalah pengeluaran pemerintah daerah 

untuk investasi seperti pembangunan 

infrastruktur dan pengadaan aset tetap, 

bertujuan meningkatkan kapasitas produksi 

dan kualitas pelayanan publik. Jika dikelola 

efektif, belanja modal dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan 

produktivitas dan daya saing. 

Pengeluaran ini umumnya 

dialokasikan untuk infrastruktur jalan, 

jembatan, irigasi, kesehatan, dan 

pendidikan, yang berkontribusi jangka 

panjang pada produktivitas ekonomi, 

konektivitas antarwilayah, penurunan 

biaya produksi, perluasan akses pasar, serta 

peningkatan layanan publik. Dengan 

demikian, belanja modal berfungsi sebagai 

katalisator pertumbuhan ekonomi inklusif 

dan berkelanjutan (Jayanti, 2018). Namun, 

efektivitasnya tidak hanya bergantung pada 

besar anggaran, melainkan juga pada 

kualitas perencanaan, transparansi 

pengadaan, dan pemeliharaan aset. Belanja 

modal yang tidak sesuai kebutuhan lokal 

dapat menghasilkan infrastruktur kurang 

termanfaatkan, sehingga multiplier effect 

terhadap perekonomian tidak optimal. 

Keberhasilan bergantung pada penyesuaian 

investasi dengan potensi dan prioritas 

daerah (Pasal Bessy & Setiadi, 2023). 

TINJAUAN PUSTAKA 
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Teori Keagenan (Agency Theory) 

menyediakan kerangka konseptual untuk 

menganalisis hubungan antara pihak yang 

memberi wewenang (principal) dan pihak 

yang menerima wewenang (agent). Dalam 

konteks tata kelola pemerintahan, teori ini 

sangat relevan untuk menjelaskan 

dinamika antara berbagai tingkatan 

pemerintahan dan masyarakat. Pemerintah 

Pusat dapat dianalogikan sebagai principal 

bagi Pemerintah Daerah (agent) dalam 

pelaksanaan desentralisasi fiskal. 

Pemerintah Daerah sebagai agent 

bertanggung jawab mengelola instrumen 

fiskal daerah, yaitu Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan 

mengalokasikannya ke dalam Belanja 

Modal demi mencapai tujuan principal, 

yakni mendorong pertumbuhan ekonomi 

dan kesejahteraan masyarakat. 

Keberhasilan instrumen fiskal ini 

bergantung pada kemampuan principal 

(Pemerintah Pusat dan masyarakat) dalam 

memberikan insentif yang tepat dan 

melaksanakan pengawasan efektif guna 

meminimalisir moral hazard dan konflik 

kepentingan di tingkat daerah. Lebih lanjut, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

berperan sebagai perwakilan masyarakat 

(principal) dan pengawas utama bagi 

Pemerintah Daerah (agent), yang menuntut 

tingkat akuntabilitas dan transparansi 

tinggi dalam setiap keputusan 

penganggaran dan pelaksanaan 

pembangunan, yang pada akhirnya 

menopang terciptanya good governance. 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampe Penelitian  

Objek penelitian mencakup seluruh 

pemerintah daerah di Provinsi Jawa 

Tengah, yang terdiri dari 29 kabupaten dan 

6 kota selama periode pengamatan 2019 

hingga 2023. Dengan menggunakan teknik 

sensus (sampling jenuh), seluruh populasi 

daerah tersebut dijadikan sampel, 

menghasilkan total 175 unit observasi data 

panel (35 daerah $\times$ 5 tahun). 

Metode Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan data sekunder 

kuantitatif yang diperoleh melalui metode 

dokumentasi. Sumber data berasal dari 

laporan dan publikasi resmi, antara lain 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

pemerintah daerah, data Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga 

konstan dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Jawa Tengah, serta data keuangan daerah 

yang dipublikasikan oleh Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). 

Seluruh data tersebut diakses melalui situs 
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resmi seperti bps.jateng.go.id dan portal 

resmi DJPK. 

Definisi Operasional Variabel 

Independen dan Dependen  

Variabel Dependen  

Variabel dependen pada penelitian 

ini adalah pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur 

menggunakan persentase pertumbuhan 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

atas dasar harga konstan. Penggunaan 

PDRB harga konstan bertujuan untuk 

menghilangkan pengaruh inflasi, sehingga 

perubahan yang terjadi benar-benar 

mencerminkan pertumbuhan volume 

produksi barang dan jasa di suatu daerah 

dari tahun ke tahun(Tahar & Zakhiya, 

2011). 

Variabel Independen  

Variabel independent penelitian ini 

meliputi Pendapatan Asli Daerah (X1) 

adalah salah satu komponen utama 

pendapatan daerah yang mencerminkan 

kemampuan suatu daerah dalam 

membiayai kegiatan pemerintahannya 

secara mandiri. PAD adalah sumber 

pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, 

retribusi daerah, hal pengelolaan kekayan 

daerah yang di pisahkan, dan PAD lain lain 

yang sah (UU No 33 Tahun 2004). 

Selanjutnya variabel yang kedua pada 

penellitian ini adalah Dana 

Perimbangan(X2). Adalah dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan 

kepada pemerintah daerah dalam rangka 

mendukung pelaksanaan desentralisasi 

fiskal. Menurut UU No 33 Tahun 2004 

dana perimbangan meliputi Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus 

(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). 

Variabel independent selanjutnya ada 

Belanja Modal (X3) Adalah pengeluaran 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

dengan tujuan untuk memperoleh aset 

tetap, seperti peralatan, bangunan, 

infrastruktur, dan aset berwujud lainnya 

yang memberikan manfaat jangka Panjang. 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah belanja modal terdiri 

dari belanja tanah, belanja peralatan dan 

mesin, belanja gedung dan bangunan, 

belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja 

fisik lainnya.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Diskriptif  
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Sumber: Data diolah dengan 

menggunakan IBM SPSS 25 

Berdasarkan tabel di atas 

menunjukan bahwa terdapat sebanyak 

156unit penelitian (N), dikarenakan 

terdapat pengurangan dengan outlier. Data 

tersebut merupakan kota/kabupaten 

provinsi Jawa Tengah selama lima tahun 

dimulai periode 2019-2023. Pada tahun 

tersebut terdapat 35 kota/kabupaten di 

Jawa tengah, sehingga jumlah sampelnya 

menjadi 175 unit, kemudian dilakukan uji 

outlier dengan mengurangi 19unit sehingga 

menjadi 156unit penelitian.  

Hasil uji statistik deskriptif untuk 

variabel independen (PAD, Dana 

Perimbangan, Belanja Modal) dan variabel 

dependen (Pertumbuhan Ekonomi) di 

kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah 

periode 2019–2023 menunjukkan variasi 

signifikan antar daerah, dengan indikasi 

ketimpangan fiskal dan ekonom sebagai 

berikut:  

1. PAD (Pendapatan Asli Daerah): Nilai 

minimum Rp 200 miliar (Kabupaten 

Blora, 2019), maksimum Rp 1.695 

triliun (Kota Semarang, 2021). Rata-

rata Rp 394 miliar, dengan standar 

deviasi tinggi (Rp 159 triliun), 

menunjukkan ketimpangan 

kemandirian fiskal antar daerah. 

2. Dana Perimbangan: Nilai minimum 

Rp 563 triliun (Kota Magelang, 

2020), maksimum Rp 2.426 triliun 

(Kabupaten Cilacap, 2023). Rata-rata 

Rp 1.537 triliun, standar deviasi Rp 

417 triliun, mengindikasikan 

pemerataan dana dari pusat yang 

belum merata, terutama untuk daerah 

dengan wilayah besar atau kebutuhan 

kompleks. 

3. Belanja Modal: Nilai minimum Rp 

130 miliar (Kota Salatiga, 2021), 

maksimum Rp 953 miliar (Kota 

Semarang, 2021). Rata-rata Rp 308 

miliar, standar deviasi Rp 120 miliar, 

menunjukkan kapasitas anggaran 

pembangunan fisik yang terbatas di 

mayoritas daerah, dengan 

ketimpangan signifikan dalam 

kemampuan investasi infrastruktur. 

4. Pertumbuhan Ekonomi: Nilai 

minimum 129 (Kabupaten Batang, 

2020), maksimum 1.028 (Kabupaten 

Cilacap, 2020). Rata-rata 436,68, 

standar deviasi 153,89, 

mengindikasikan fluktuasi beragam 
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antar daerah, dengan perkembangan 

ekonomi yang tidak merata. 

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas 

 

Sumber: Data diolah dengan 

menggunakan IBM SPSS 25 

Berdasarkan hasil uji normalitas pada 

tabel dua dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov Test, diperoleh nilai 

signifikansi sebesar 0,053. Nilai tersebut 

lebih besar dari batas signifikansi 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

dalam penelitian ini berdistribusi normal.  

Tabel 4. Uji Multikoleniaritas 

 

Sumber: Data diolah dengan 

menggunakan IBM SPSS 25 

Hasil uji multikolinearitas 

menunjukkan bahwa seluruh variabel 

independen memiliki nilai Tolerance lebih 

besar dari 0,10 dan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) lebih kecil dari 10. Nilai 

tolerance untuk variabel Pendapatan Asli 

Daerah (X1) sebesar 0,495, Dana 

Perimbangan (X2) sebesar 0,472, dan 

Belanja Modal (X3) sebesar 0,556. Seluruh 

nilai tersebut lebih besar dari 0,10. 

Sementara itu, nilai VIF untuk variabel 

Pendapatan Asli Daerah (X1) adalah 2,019, 

Dana Perimbangan (X2) sebesar 2,117, dan 

Belanja Modal (X3) sebesar 1,798. Semua 

nilai VIF ini lebih kecil dari 10. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi gejala multikolinearitas antar 

variabel independen dalam model regresi.  

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedasitas 

 

Sumber: Data diolah dengan 

menggunakan IBM SPSS 25 

Pengujian heteroskedastisitas 

dilakukan menggunakan metode Glejser 

Test. Nilai Signifikansi pada Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) adalah 0,766, Dana 

Perimbangan sebesar 0,522, Belanja Modal 

sebesar 0,793. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa seluruh variabel 

independen memiliki nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa 

model regresi tidak mengandung gejala 
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heteroskedastisitas, sehingga varian 

residual bersifat homogen. 

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi 

 

Sumber: Data diolah dengan 

menggunakan IBM SPSS 25 

DU = 1,7877 DW = 2,064 (4-DU = 2,2123) 

DU<D<(4-DU) = 1,7877<2,064<2,2123 

Pengujian autokorelasi dilakukan 

dengan menggunakan Durbin-Watson 

Test. Nilai statistik Durbin-Watson yang 

diperoleh berada di antara batas du dan 4 – 

du, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tidak mengandung masalah 

autokorelasi. 

Tabel 7. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi 

 

Sumber: Data diolah dengan 

menggunakan IBM SPSS 25 

Dari table diatas bisa dikatakan 

koefisiensi determinasinya 0,856 atau 

berarti 85,6% sehingga pada pengaruh 

PAD, Dana Peimbangan, dan Belanja 

Modal miliki pengaruh simultan dengan 

pertumbuhan ekonmi sebesar 85,6% dan 

sisanya 14,4% dipengaruh oleh variabel 

lain diluar penelitian. 

Tabel 8. Hasil Uji F 

 

Sumber: Data diolah dengan 

menggunakan IBM SPSS 25 

Pada table diatas menunjukan bahwa 

signya 0.000 itu lebih kecil dari 0,05 

sehingga diartikan bahwa PAD, Dana 

Perimbangan dan Belanja Modal secara 

simultan berpengaruh dengan pertumbuhan 

ekonomi.  

Tabel 9. Hasil Uji T 

 

Sumber: Data diolah dengan 

menggunakan IBM SPSS 25 

Hasil pada Tabel diatas digunakan 

untuk menguji hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Jika 

nilai signifikansi (sig t) lebih kecil dari 

0,05, maka hipotesis dinyatakan diterima. 

Sebaliknya, jika nilai sig t lebih besar dari 

0,05, maka hipotesis ditolak. 

Berdasarkan hasil uji tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa: 
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1. Nilai PAD yang dilihat dari 

signifikannya 0,275 lebih besar dari 

0,05 maka bisa dikatakan PAD tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi atau 

hipotesisi ditolak.  

2. Nilai Dana Perimbangan yang dilihat 

dari signifikannya 0,20 lebih kecil 

dari 0,05 maka bisa dikatakan bahwa 

Dana Perimbangan berpengaruh 

postif signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi atau 

hipotesisi diterima.  

3. Nilai Belanja Modal yang dilihat dari 

signifikannya 0,000 lebih kecil dari 

0,05 maka bisa dikatakan bahwa 

Belanja Modal berpengaruh positif 

signifikan dengan pertumbuhan 

ekonomi atau bisa dikatakan 

hipotesis diterima 

Tabel 10. Hasil Uji Regresi Berganda 

 

Sumber: Data diolah dengan 

menggunakan IBM SPSS 25 

Persamaan regresi berganda pada 

penelitian ini adalah Pertumbuhan 

Ekonomi = 5.147 + 0,109X1 + 0,165X2 + 

0,254X3 + e, arti dari persamaan tersebut 

adalah: 

1. Nilai a = 5.147 merupakan konstanta 

atau intercept. Nilai ini menunjukkan 

perkiraan pertumbuhan ekonomi 

ketika seluruh variabel independen 

(X1, X2, X3) bernilai nol. Dengan 

kata lain, tanpa adanya pengaruh 

PAD, Dana Perimbangan, dan 

Belanja Modal, pertumbuhan 

ekonomi diperkirakan berada pada 

angka 5.147% (secara hipotetis, 

sesuai konteks data). 

2. Nilai b1 = 0.109 adalah koefisien 

untuk variabel X1. Artinya, jika 

variabel X2 dan X3 tetap, setiap 

kenaikan satu unit pada PAD akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 0.109 unit. 

3. Nilai b2 = 0.165 adalah koefisien 

untuk variabel X2. Dengan asumsi 

variabel lainnya konstan, setiap 

kenaikan satu unit pada Dana 

Perimbangan akan menaikkan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 0.165 

unit. 

4. Nilai b3 = 0.254 adalah koefisien 

untuk variabel X3. Jika X1 dan X2 

tidak berubah, peningkatan satu unit 

pada Belanja Modal akan 
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meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 0.254 unit. 

5. Nilai e adalah error term atau 

residual, yaitu bagian variasi 

pertumbuhan ekonomi yang tidak 

dapat dijelaskan oleh ketiga variabel 

independen dalam model. Error ini 

mencerminkan faktor-faktor lain di 

luar model dan dalam regresi OLS 

diasumsikan memiliki rata-rata nol 

serta berdistribusi normal. 

Pembahasan  

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pertumbuhan ekonomi di 

kabupaten/kota Provinsi Jawa 

Tengah selama periode 2019–2023, 

dengan nilai signifikansi 0,275 yang 

melebihi batas 0,05, meskipun teori 

agensi mengharapkan optimalisasi 

PAD oleh pemerintah daerah sebagai 

agent untuk mendorong produktivitas 

melalui belanja modal. Dalam 

praktik, alokasi PAD sering kali 

terpengaruh oleh insentif kurang 

produktif, proyek kepentingan 

sempit, atau risiko moral hazard 

seperti korupsi, sehingga dampaknya 

tidak sesuai harapan principal. Faktor 

penyebabnya meliputi struktur PAD 

yang kecil dan terkonsentrasi, 

ketergantungan tinggi pada transfer 

pusat seperti dana perimbangan, 

DAU, dan DAK, volatilitas 

penerimaan dari retribusi dan pajak 

tertentu, serta alokasi belanja yang 

tidak optimal. Temuan ini sejalan 

dengan penelitian Anthony & 

Rohman, (2024); Imaratul, (2024); 

Syam et al., (2018); dan Sinaga et al., 

(2023), yang menyatakan PAD 

belum menjadi pendorong signifikan 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

2. Pengaruh Dana Perimbangan 

Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Dana Perimbangan 

berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di 

kabupaten/kota Provinsi Jawa 

Tengah selama periode 2019–2023, 

dengan nilai signifikansi 0,02 yang 

lebih kecil dari batas 0,05, sejalan 

dengan teori agensi di mana 

pemerintah pusat sebagai principal 

menggunakan dana ini untuk 

memastikan distribusi sumber daya 

sesuai prioritas nasional, 

mengarahkan pemerintah daerah 
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sebagai agent pada program strategis 

seperti pembangunan infrastruktur 

untuk mendorong produktivitas dan 

investasi. Dana Perimbangan, yang 

terdiri dari DAU, DAK, dan DBH, 

berperan penting dalam membiayai 

infrastruktur seperti jalan, jembatan, 

sekolah, dan fasilitas kesehatan, yang 

meningkatkan pelayanan publik, 

produktivitas, dan daya tarik 

investasi; DAU berkontribusi 20–

30% terhadap pertumbuhan ekonomi 

melalui pengeluaran publik 

(Nugroho, 2020), DAK fisik 

mempercepat pembangunan 

infrastruktur yang menurunkan biaya 

logistik dan menciptakan multiplier 

effect melalui penciptaan lapangan 

kerja, sedangkan DBH memberikan 

kepastian anggaran untuk program 

padat karya dan layanan publik yang 

mendorong aktivitas produksi dan 

output ekonomi. Temuan ini 

didukung oleh penelitian Ayu, 

(2018); Kurniawan & Arifin, 

(2024);Simanjuntak, (2024); serta 

Nany & Suryarini, (2022) yang 

menyatakan bahwa komponen dana 

perimbangan tersebut berpengaruh 

signifikan pada pertumbuhan 

ekonomi daerah. 

3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Belanja Modal berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di kabupaten/kota Provinsi 

Jawa Tengah selama periode 2019–

2023, dengan nilai signifikansi 0,00 

yang lebih kecil dari batas 0,05, 

karena belanja modal berperan 

strategis dalam mendorong aktivitas 

ekonomi melalui pembangunan 

infrastruktur, fasilitas publik, dan 

investasi produktif yang 

meningkatkan produktivitas, 

menciptakan lapangan kerja, serta 

menarik investasi swasta. Secara 

spesifik, belanja modal pada 

infrastruktur transportasi seperti jalan 

dan jembatan menurunkan biaya 

distribusi dan membuat daerah lebih 

menarik bagi investasi; investasi 

pada gedung sekolah, puskesmas, 

dan fasilitas kesehatan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia 

dengan melahirkan tenaga kerja 

terampil dan mengurangi kehilangan 

produktivitas; sedangkan di sektor 

pertanian, belanja pada irigasi dan 

mesin pertanian mengurangi 

volatilitas produksi dan 
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meningkatkan pendapatan petani. 

Secara keseluruhan, belanja modal 

ini menjadi pendorong utama 

pertumbuhan ekonomi daerah, 

sejalan dengan penelitian 

Rahmawati, (2024); Alifah et al., 

(2023); Gosal et al., (2022); serta 

Surtika Yanti, Luluk Fadliyanti, 

(2021) yang menyatakan Belanja 

Modal berpengaruh signifikan 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Perimbangan, dan Belanja 

Modal Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara simultan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, dan Belanja Modal 

berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa 

Tengah selama periode 2019–2023. 

Uji F menghasilkan nilai signifikansi 

0,000 yang berada jauh di bawah 

batas 0,05, sementara nilai R Square 

sebesar 85,6% menunjukkan bahwa 

ketiga variabel tersebut mampu 

menjelaskan sebagian besar variasi 

pertumbuhan ekonomi daerah. 

Temuan ini menegaskan bahwa 

ketiga sumber pendanaan daerah 

berperan penting dalam memperkuat 

pembangunan melalui penyediaan 

infrastruktur, peningkatan kualitas 

layanan publik, dan perluasan 

aktivitas investasi. Secara 

keseluruhan, peningkatan kapasitas 

pendanaan yang diarahkan secara 

proporsional pada belanja produktif 

terbukti memberikan dorongan lebih 

kuat terhadap pertumbuhan ekonomi 

dibandingkan apabila masing-masing 

variabel meningkat secara terpisah. 

KESIMPULAN  

Penelitian ini mengkaji bagaimana 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa 

Tengah pada periode 2019–2023 

dipengaruhi oleh tiga komponen utama 

pendapatan dan pengeluaran daerah, yaitu 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, dan Belanja Modal. Ketiga 

variabel tersebut merangkum kapasitas 

fiskal daerah yang berperan penting dalam 

mendukung pembangunan dan 

meningkatkan aktivitas ekonomi regional 

dan memberikan keismpulan sebagai 

beikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Jawa Tengah pada tahun 2019-2023. 
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2. Dana Perimbangan berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2019-2023.  

3.  Belanja Modal berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2019-2023.  

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 

Perimbangan, dan Belanja Modal 

secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2019-2023. 
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